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Daftar \Vawancara 

Bat'llimana peranan dan wewenang pihak Kejaksaan dalam penyidikan tindak 
pidana korupsi ? 

2. Apa dasar hukum yang dipergunakan Kejati Sumut dalam menangani penyidibn 
tindak piclana korupsi ? 

• 

3. Baga1mana mekanisme penyid1kan tlndak ptclana korup.tj ? 

4 Apa syarat dikatakan suatu kasus dthcnttkan clan diterbitkan SP 37 

S. Bagaiamana Kretena suatu berkas dan kasus dmyatakan telah P 21 ? 

6. Bagaimana tangung jawab Kejaksaan Tinggi dalam penyidikan tmdak ptdana 
korupsi?8 

7 Bagaimana hubungan penyidtkan yang dilakukan Polda Sumatera Utara dengan 
Kejaksaan Tinggi atau ke1aksaan Negeri '! 

8. Bagaimana klasifikas1 antara kasus korups1 yang ditangani oleh KeJaksaan Negeri 
dengan Kcjaksaan Tinggi 7 

9 Apa harnbatan yang d1alam1 oleh Ke1aksaan Tinggi dalam penanganan penyidikan 
tindak p1dana korupsi : 
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JAWABAN WAWANCARA 

I. Peran keJaksaan dalam pc:n)'1d!kan udak p1dana korupsi sangat pc:nting 

walaupun belum 1elas siapa yang berwenang men;i<hl polm atau Jalsa 

2. Dasar hukum yang dipergunakan l.;ajau �umut sama dengan yang 

dipergunakan ka1ati-"81ati lain )'ailu KUHAP dan UU No. 31 tahun 1999 

3. Mekanismenya adalah pertama-tama p1hll keJaksaan menerima laporan lalu 

d1lakukan peoyelid1kan selanjutnya ketingkat penyid1kan setelah semua 

lcngkap barulah dJlal-ulan pcnuntutan 

4. Suatu kasus c1Jhent1kan dan diterb1tkan SP3 apabila hdak cuk"Up bukti-b1kh 

atau kadaluarsaatau orang tesebut memnggal dunia 

S. Suatu berkas atau kasus dinyatakan P2 I apabtla berkas tersebut telah lengkap 

dan bul1i-bulcti sudAh cukup dan siap dikmm untuk selanJutnya dis1dangkan 

6. Tanggung 1awab l.cjaksaan unggi adalah mencari dan mengumpulkan buku 

scbanyak mungkin dan berusaha semaksima1 munglcin dan berusaha mcngusut 

tuntaS bas1 I laporan-laporan dari masyarakat 

7. Hubungannya adalah jika suatu perkara terscbut didaftar atau dilaporkan 

d1kepolls1an maka polisilah yang menangam kasus terscbut dan jika kasus 

tersebut d1lapor dikcjaksaan maka jaksalah yang menanganinya dan bilamana 

polisi lidak sanggup lagi menangannya mm kasus tersebut dapat dlambil allh 

olebjaksa 

8. Yang berhll menangani sebenamyakejaksaan tinggi tetapi bilamana terjadi 
dtdaerah yang tldak tcrjangkau oleh ke1aksaan Negri boleh mcnenma laporan 

tcrsebut 

9 Ban}al sckali hambatannya seperti s1apa yang akan dipenksa misalnya Bupau 

atau Gubcmur maka intervensi dari pejabat-pc:jabat tidal.. luput didalamnya 

maka dan 1tu sanggat menyulitkan p1hak KeJaksaan untulc menyclesaikan 

perkara tersebut 
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